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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan 

tentang Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan Tempat 

Pemungutan Suara Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aspek Strategi Badan Pengawasan Pemilu Kota Mataram dilihat dari 3 aspek 

yaitu Pemanfaatan sistem informasi, Strategi Pengembangan Sumber Daya 

dan Monitoring. 

a. Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan strategi Bawaslu Kota 

Mataram dapat dilihat dari dua indikator yaitu Pengawasan pemberitaan 

dan penyiaran iklan kampanye dan membangun sistem pelayanan 

pengaduan. Dalam pengawasan penyiaran iklan kampanye bawaslu Kota 

Mataram sudah bekerjasama dengan KPID kota Mataram untuk mengawasi 

semua lembaga penyiaran yang berada di Kota Mataram. Dalam hal 

membangun sistem layanan pengaduan Bawaslu Kota Mataram membuka 

layanan pengaduan melalui akun resmi misalnya E-mail, facebook, 

Instagram dan dapat mendatangi Kantor bawaslu Kota Mataram. 

b. Strategi pengembangan Sumberdaya dilihat dari dua indikator yaitu 

melakukan sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Bawaslu 

sudah melakukan sosialisasi rutin terhadap tps rawan kecurangan di setiap 

Tempat pemungutan Suara se-Kota Mataram. Pemetaan tps rawan 
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merupakan langkah yang sangat strategis dalam meminimalisir rawan 

kecurangan. 

c. Strategi pengembangan sumberdaya dilihat dari dua indikator yaitu 

melakukan sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pertama 

melakukan sosilisasi artinya memberikan pemahaman mengenai bentuk-

bentuk pelanggaran serta petunjuk dalam melakukan proses pemilihan 

sesuai yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan Undang-undang tentang 

pemilihan umum. Kedua adalah Meningkatkan keterlibatan masyarakat 

artinya Untuk menghindari dari kecemasan publik, maka sangat perlulah 

kehadiran masyarakat dan mengambil peran penting dalammemilih 

Menggunakan hak suaranya sesuai dengan hati nurani, selain melakukan 

pengawasan yang masif bersama dengan pihak Bawaslu.  

d. Monitoring dan pengendalian dapat dilihat dua indikator yaitu pengawasan 

tindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran. Monitoring merupakan 

bentuk pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa 

yang diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat 

membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukan pergerakan kearah 

tujuan atau menjauh dari itu. Bawaslu Kota Mataram melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 

tahun 2018 yang berlangsung hari Rabu 27 Juni 2018 di enam kecamatan, 

dengan jumlah PTPS sebanyak 667 berdasarkan jumlah penduduk yang 

terdaftar dalam DPT sebanyak 270,590, dengan demikian jumlah PTPS 
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yang akan ditugaskan berjumlah 667 orang yang akan mengawasi seluruh 

jalannya pemungutan dan penghitungan suara. 

2. Faktor yang memengaruhi Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram dalam 

menanggulangi tempat pemungutan suara rawan kecurangandilihat ada tiga 

aspek yakni Akurasi, Komitmen dan Konsistensi. 

a. Akurasi dalam pelaksanaan proses tahapan pencocokan sampai pada 

terselenggaranya pemilihan kepala daerah dibagi tiga indikator yakni 

Pemilih ganda, pemilih tidak terdaftar dan pemilih tidak memenuhi syarat 

namun terdaftar dalam pemilihan tetap. Dalam proses kecermatan, 

ketelitian, ketepatan Bawaslu dalam pengawasan Tempat Pemungutan 

Suara rawan kecurangan dimulai dari tahapan pencocokan dan penelitian 

dimana pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih adanya 

kerawanan-kerawanan dalam tahapan tersebut, salah satu langkah dalam 

pengawasan melakukan identifikasi potensi kerawanandalam daftar pemilih 

dengan mengetahui isu penting Aksebilitas dan pemilih dan daftar pemilih. 

Dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, Pengawas pemilihan 

memastikan mekanisme kerja penyelenggara, pencermatan Daftar Pemilih 

Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengawasan terhadap 

kinerja Panitia Pengawas Daftar Pemilih (PPDP), kerawanan daftar pemilih 

dalam Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur. 

b. Komitmen merupakan sarana eksistensi kerja untuk mencapai suatu target 

yang ingin dicapai dan dinginkan. Komitmen sebagai media hidup yang 

terus merawat dan menjaga kualitasnya Karena hal ini memiliki peran 
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penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Menjaga nama baik lembaga 

sama halnya menjaga eksistensi komitmen kerja, sebab suatu lembaga 

memiliki mimpi yang selalu mengedepankan komitmen untuk memajukan 

lembaganya. 

c. Konsistensi dalam proses pelaksanaan dapat dilihat satu indikator yaitu 

kualitas kerja. Salah satu bentuk kinerja kerja dalam pengawasan rawan 

kecurangan pada pilkada. Indikator ini sangat berpengaruh dalam Strategi 

penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan TPS rawan 

kecurangan pada pemilu. Kualitas kerja sangat penting dalam berdinamika 

apapun bentuk pekerjaan itu karena kualitas kerja menentukan keberhasilan 

dan tentunya memajukan prospek kerja yang ditargetkan. Pencapaian target 

menjadi komitmen dan ekstensi kerja sebuah lembaga dan disini Bawaslu 

Kota Mataram tentunya memiliki target yang dicapai dan sangat 

membutuhkan dorongan dari lembaga lain untuk mencapai seuatu yang 

dinginkan 

5.2 Saran 

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Tenaga kesekretariatan yang kuat, mandiri dan solid serta berwawasan 

yang cukup tentang regulasi dan aturan-aturan dalam kepemiluan. 

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi sangat penting untuk 

terselenggaranya pemilu yang berkualitas serta mendapat kepercayaan 

penuh oleh masyarakat. 
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3. Pembentukan Tim Pengawasan dalam setiap tahapan di Bawaslu Kota 

Mataram sudah berjalan sangat baik, dan harus ditingkatkan kembali dan 

menjalin koordinasi, komunikasi dan pemahaman tentang tugas-tugas 

pengawasan. 

4. Perlu ditingkatkan kinerja dalam pengelolaan informasi dan data secara 

berkuaitas dan mudah akses. Pengelolaan informasi sangat penting untuk 

menjalin mitra dengan masyarakat untuk meningkatkan tingkat Partsipasi 

masyarakat khususnya masyarakat di Kota Mataram dengan pada data 

tertentu mudah diakses oleh masyarakat dan informasi yang transparan. 

5. Memastikan secara valid tindak lanjut rekomendasi dengan memfasilitasi 

semua akses informasi terkait pilkada secara komprehensif agar proses 

pilkada terlaksana dengan baik dan maksimal. 

6. Bawaslu Kota Mataram lebih mendorong partisipasi peserta pemilu serta 

masyarakat memilikiperan penting dalam berjalannya pilkada yang 

kondusif dalam pengawasan tps rawan kecurangan. 
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